BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 35 TAHUN 2000.

TENTANG :

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATIBOGOR,

. a. bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam

penyelenggaraan  pemerintahan desa periu
memperhalikan aspirasi masyarakal desa dalam
memibih kepala desa;

. bahwa unluk tertibnya penydenggaraan pemiihan

kepala desa sebagaimana dmaksud dalam huruf a,
peru mengatur {ata cara pencalonan, -pemilihan,
pelantikan dan pemberhentian kepala desa d
Kabupaten Bogor dengan peraturan daerah.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dalam

Lingkungan Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950
Nomor8); ' )

2.Undang-andmg



4
‘;‘"5

- Undangundang Nomor S Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampakan Pendapal Dimuka
Umum (Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1939 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Teknk Penyusunan Peraluran  Perundang-

undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraluran Pemenintah, dan Rancangan

Keputusan Presiden;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun

1993  fenlang Pelunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Perisfilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tenlang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:



o

Menetapkan
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: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalsh Pemerinizh Kabupaten
Bogor;

2. Bupati adalah Bupati Bogor;

3. Camal adalah kepala kecamatan sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

4. Desa alau yang dsebul dengan nama lain,
selanjulnya dsebul desa, adalah kesaluan
masyarakal hukum yang memiiiki kewenangan
unfuk mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat selempal berdasarkan asal usul dan
adat istiadal setempat yang dakui dalam sislem
pemenntahan nasional dan berada dj daerah
kabupaten;

S. Pemerintahan Desa adalsh kegiatan pemerintahan
yang diaksanakan oeh Pemerintsh Desa dan
Badan Perwakilan Desa; ’

6.Pemerintah .......
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1.

12.

- Pemenniah Desa adalah kepala desa atau yang

disebut dengan nama tain dan perangkat desa;

. Badan Perwakilan Desa alau yang dsebut dengan

nama lain yang selanjulnya dsebul BPD adalah
badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka
masyarakat yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi adal istiadat, membuat peraturan desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
seta  melakukan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Panilia Pemilhan adalzh panitia pemilihan kepala

desa yang dbentuk oleh Badan Perwakilan Desa;

. Bakal Calon adalah warga desa setempat ‘yang

telah mendafiarkan dri kepada panifia pemiihan
pada tahap penjaringan;
Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah

dtelapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak
dpiih menjad kepala desa;

Calon Terpilih adalah calon kepala desa yang
memperdeh dukungan suara ferbanyak dalam
pemilihan kepala desa;

Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau
warga desa selempal alau pejabat lain yang
dangkal deh bupali berdasarkan usulan BPD
uniuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa
sampai dengan feplihnya kepala desa hasil
pemilihan;

13.Pemith ......
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13.

14.

15.

16.

17.

Pemith adalah warga desa selempat yang telah
memenuhi persyaratan unfuk menggunakan hak
pilihnya;

Hak Memih adalsh hak warga desa unfuk
meneniukan pilhan dalam pemilihan kepala desa;

Penjaringan adalah tahapan kegialan yang
dlakukan oleh panitia pemihan  uniuk
mendapatkan bakal calon;

Penyaringan adalah tahapan kegialan yang
dlakukan oleh panitia  pemithan  unituk
mendapatkan calon kepala desa;

Peabal adalah PNS d lingkungan Pemeriniah
Kabupaten Bogor.

BABII

PERSYARATAN DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

Yang dapal dpilh menjad kepala desa adalsh warga
negara Indonesia yang :

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. selia dan taat kepada Pancasia dan Undang

undang Dasar 1945;

clidek .......
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tidak pemah terbal fangsung atau lidak tangsung
dalam kegiatan yang mengkhianali Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau
kegiatan organisasi terlarang lainnya;

berpendidikan  sekurang-kurangnya  Sekolah
Lanjutan  Tingkat Pefama den  alau
berpengetahuan yang sederajal;

. berumur sekurang-kurangnya 25 {dua puluh lima)

tahun, sefinggHlingginya 60 {enam puluh) fahun
dhitung pada saat pendaftaran;

sehat jasmani dan rohani;
nyata-nyata tidak terganggu jiwafingatannya;
berkelakuan baik, jujur dan adl,

tidak pemah dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana;

fidak dicabut hak pilibnya berdasarkan keputusan
pengadian yang mempunyai kekualan hukum
{elap;

mengenal desanya dan dkenal deh masyarakat
desa setempat;

bersedia dicalonkan menjad kepala desa;

lerdaftar secara sah sebagai warga desa setempat
dan bertempat tinggal d desa tersebut selrang-
kurangnya 2 {dua) tahun terakhir dengan fidak
terputus-putus;



n.

bagi pegawai negeri sipilanggola TNUPai,
mendapatkan perselujuan tertulis dari pejabal atau
alasannya yang berwenang.

Pasal 3

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara
indonesia yang :

a.

sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah
menikah pada saat pendaflaran pemilih;

nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

tidak dcabut hak pilihnya berdasarkan kepulusan
pengadian yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

{erdaflar secara sah sebagai warga desa dan
berlempat tinggal d desa selempal sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saal
pendafiaran pemilih;

tercatat dalam daftar pemiih yang dbuat deh
panitia pemilihan, dan dsahkan oleh BPD.



BAB il

TATA CARA PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia pemilihan dbeniuk dan dietapkan dengan
Keputusan BPD, 6 (enam) bulan sebelum berakhimya
masa jabatan kepala desa, dengan tedebih dahuiu
membertahukan secara terfulis kepada kepala desa

tentang akan dselenggarakannya {ahapan-tahapan
pemilihan kepala desa.

Pasal §

Panitia pemilihan terdin darni :

a. unsur BPD;

b. unsur perangkat desa.
Pasal 6

Susunan panilia pemilihan terdiri dari kelua, sekretans,
dan anggola-anggota.

Pasal7 .......
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Pasal 7

Bakal calon kepala desa fidak boeh dtunjuk menjad
panitia pemilihan.

Pasal 8

Tugas panilia pemilihan adalah sebagai berikul :

a. melaksanakan penjaringan dan  penyaringan
admirustrasi bakal calon;

b. menerima pendafiaran bakal calon;

¢. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak
memilh yang disusun dalam daftar pemilh yang
dlandatangani oleh kelua dan sekrelaris panilia
pemilihan seria dsahkan oleh BPD;

d. menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk
dsahkan deh BPD;

e. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang
berhak memilih;

f. menyiapkan karlu suara dan kolak suara serta
perlengkapan fainnya dalam rangka pemungutan
suara dan penghitungan suara;

g. mengajukan rencana lempat dan wakiu
pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD;

h. mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan
daflar penduduk yang berhak memiih dlempal-
{empat yang dapat dbaca penduduk;

i.melaksanakan ......
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i. melaksanakan undan tanda gambar calon;

j. melaksanakan pemungutan suara;

k. melaksanakan penghitungan suara;

L g;tonbuat berita acara dan melaporkannya kepada

m. menyampaikan  laporan  perfanggungjawaban
keuangan kepada BPD;

‘n. menjaga keleriban dan keamanan dalam
pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 9

Penjaringan bakal calon diaksanakan oleh panitia
pemiihan selama kurun wakiu 30 (liga puluh) hari
melalui pengumuman secara teriulis di tempat-tempat
umum.

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dmaksud dalam Pasal 9
sekurang-kurangnya memuat :

a. wakiu dmulainya dan berakhirnya pendaftaran
bakal calon;

b. persyaratan adminisirasi bakal calon;

crencana......
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¢. rencana wakiu tfahapan pemithan pemungutan
suara,

Pasal 11

Panilia pemiihan menerima pendafiaran bakal calon
yang mendafiarkan dini secara teriulis di alas kerlas
bermaterai cukup.

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan dri fidak
mencapai jumiah 2 (dua) orang pada saat berakhimya
waklu penjaringan sebagaimana dmaksud dalam

Pasal 9, maka penjaringan dperpanjang 14 {empat
belas) hari.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon yang mendaflarkan diri tidak
juga mencapai jumiah 2 (dua) orang pada saat
berakhimya perpanjangan  waklu  penjaringan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 12, maka
penjaringan dperpanjang uniuk kedua kalinya selama
14 {empat belas) hari.. .

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Dalam hal bakal calon yang mendafiarkan diri fidak
juga mencapai jumiah 2 (dua) orang setelah

perpanjangan  wakiu  penjaringan  yang kedua
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 13, maka
penjaringan dnyatakan diutup.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 1§

Persyaralan administrasi bakal calon dserahkan deh
bakal calon kepada panilia pemilihan, selambal-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhimya wakiu
penjaringan.

Pasal 16

Jumizh calon ditelapkan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

Pasal 17

Penyaringan calon dilakukan deh panitia pemilihan,
alas dasar : .
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a. kelengkapan persyaralan adminisirasi;
b. kebenaran formil persyaratan adminsstrasi;

c. seleksi kemampuan pengelahuan umum, dalam hal
bakal calon melebihi 6 (enam) orang.

d. pengaturan lebih tanjul mengenai tata cara seleksi
kemampuan sebagaimana dmaksud huruf ¢, datur
lebih lanjut dleh bupati.

Pasal 18

Hasil penyaringan calon sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 17 dtuangkan dalam bernla acara rapal
panitia pemithan yang dtandatangani oleh kelua,
sekrefaris  dan anggola-anggola panitia serta
dlaporkan kepada BPD.

Pasal 19

Calon kepala desa ditelapkan dengan Kepulusan 8PD,
paling lambat 7 {tujuh) hari sejak dierimanya laporan
hasil penyaringan dari panitia pemilhan.

Pasa 20 .......
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Pasal 20

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat

menetapkan tentang dlangsungkannya atau tidak
dlangsungkannya pemilhan kepala desa.

Pasal 21

Dalam hal BPD menetapkan pemifhan kepala desa
lidak dlangsungkan sebagaimana dmaksud dalam
Pasal 20, maka pemilhan kepala desa diunda
selama-lamanya 1 {salu) tahun.

Bagan Keempat
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 22

Kampanye dlaksanakan 8 (delapan) hari menjelang
hari pemungutan suara dengan keleniuan selama-
lamanya 6 (enam) han masa kampanye dikuli masa
tenang selama 2 {dua) hari.

Pasal 23

Undan tanda gambar dieksanakan oleh panitia
pemifhan d hadapan para calon dengan disaksikan
deh pejabal, selambat-lambainya 2 (dja} han sebelum
pelaksanaan kampanye.

Pasal24 ...
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Pasal 24

{1) Kampanye dapal dlaksanakan dengan cara ;

a. penyampaian pendapat d tempal umum dalam
benluk dalog terbuka, diskusi dan rapat umum;

b. pemasangan {anda gambar, bendera atau
atnbut d tempat umum.

() Dikecualikan ~ dari  tempal-tempal  umum
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah

a. rumah sakit;
b. sekdah;
¢. kantor-kantor pemeriniah;

d iempal-lempat peribadatan sepedi mesjid,
musholla, vihara, gereja, dan lempal-tempat
lain yang sejenis.

(3) Kampanye tidak dperkenankan dlakukan secara
berebihan dengan membagi-bagikan uang, barang
atau fasfitas lainnya, serta tidak dbenarkan
mengadakan pawai atau konvoi;

(4 Selama masa kampanye fidak dbenarkan
melakukan intimidasi dan menghujat diantara calon.
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Bagian Kelima
Sanksi Kampanye
Pasal 25

{1) Panitia pemiihan dapal memberkan sanksi bagi
pelanggaran sebagaimana dmaksud dalam pasal
24 ayat (3) dan ayat (4), berupa peringatan.

{2 Dalam hal peringatan panitia sebagaimana
dmaksud datam ayat (1) sudah dberikan sebanyak
2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran,
maka BPD dapal mencabut slalus yang
bersangkulan sebagai calon yang berhak dipilih.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara

Pasal 26
Pemungutan suara dlaksanakan odeh panitia
pemiihan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adl dengan dihadiri deh para calon dan saksi
yang mewakil calon serla dawasi deh pejabal.

Pasal 27 .......



-17-

Pasal 27

(1) Pemberian suara dilakukan deh penduduk yang
bethak memilh dengan cara memith salah salu
landa gambar yang benfuk, model, ukuran, dan
wamanya dtetapkan oleh BPD.

{2) Tanda gambar sebagaimana dmaksud dalam ayat
{1) lidkk boleh sama dengan tanda gambar
oganisasi  peserta pemilu dan atau simbdl
organisasilembaga pem erintah/agama.

(3) Pemberian suara oeh penduduk yang berhak
memih tidsk dapal dwakikan dengan alasan
apapun.

Pasal 28

(1) Jumizh quorum uniuk sahnya pemungulan suara
adalah 2/3 {dua per liga) dari jumiah daftar pemilih
yang telah dsahkan oleh BPD.

{2 Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum tercapai sampai batas wakiu yang
telah dtelapkan, maka pemungdlan suara
dperpanjang selama{amanya 2 {dua) jam.

(3) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayal (1) belum fercapai, selelah dadakan
perpanjangan wakiu sebagaimana dmaksud dalam

ayal (2), maka pemungulan suara dperpanjang
untuk kedua kalinya selama-amanya 2 {dua) jam.

{4)Dalam .......
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(4) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum {escapai setelah perpanjangan wakiu
yang kedua sebagaimana dmaksud dalam ayat (3)
maka pemungulan suara dundur selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

{5) Dalam hal quorum sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum tercapai selelah dundur 30 (tiga
puluh) han sebagaimana dmaksud dalam ayat (4),
maka pemungulan suara dperpanjang selama-
lamanya 2 {dua) jam dengan quorum ¥z {setengah)
dtambah satu dari jumilah daftar pemiiih.

{6) Dalam hal quarum %: (selengah) diambah salu
sebagaimana dmaksud dalam ayal {5} flidak
fercapai maka pemilhan kepala desa diunda
selama-lamanya 1 (salu) fahun.

Bagian Ketujuh
Penghitungan Suara
Pasal 29

(1) Penghitungan suara dilaksanakan deh panitia
pemilhan segera setelah berakhimya pemungutan
suara dengan disaksikan oleh calon dan atau
wakiinya serla dawasi deh pejabat.

() Panitia memerksa keuluhan kolak suara seria
membuka kdlak suara dan mmnggsuatsuara

dhadapan para saksi.
Pasal 30 .......
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Pasal 30

{1) Surat suara dinyalakan tidak sah jika :

a. fidsk menggunakan sural suara yang lelah
dietapkan;

b. tidak ditandatangani deh panitia pemilihan;

c. terdapat tanda gambar dan alau tfulisan lain
selain yang telah dielapkan;

d. memuat {andatanda lain yang menunjukan
identitas pemilih;

e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 {satu)
calon;

f. mencablos d luar kotaklingkaran tanda gambar.

{2) Dalam hal tejad perbedaan pendapat mengenai
sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi
maka keputusan dtentukan deh panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 31
{1) Cdlon yang memperoleh dukungan suara terbanyak

dnyatakan sebagai calon terpilih, apabila mendapat

ddungan suara  sekurangkurangnya 16
{seperenam) dari jumiah warga yang menggunakan
hak pitih.

{dDalam .......
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{2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang
memperdleh dukungan suara terbanyak yang sama
maka diakukan pemiihan ulang selambal-
lambainya 30 (tiga puluh)  hari  selelah
penghilungan suara.

{3) Pemilhan ulang sebagaimana dmaksud dalam
ayat () hanya diakukan terhadap para calon yang
memperoleh dukungan suara tesbanyak.

(4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh
dukungan suara terbanyak yang sama selelah
diakukan pemilhan ulang sebagaimana dmaksud
dalam ayat (3) maka peneniuan calon terpilih
dlakukan oleh panitia pemiihan dengan cara
seleksi pengelahuan umum.

Pasal 32

Penetapan calon terpilih sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 31 diuangkan dalam berita acara yang
dbuat deh panitia pemilihan dan dlaporkan kepada
BPD, selambal-lambatnya 2 (dua) hari setelah

penghitungan suara.

Pasal 33

Pengangkatan calon terpilh sebagai kepala desa
diakukan dengan keputusan BPD selambat-lambalnya
2 (dua) hari selelah diterimanya laporan dari panilia
pemilihan, : ‘

Pasal34 .......
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Pasal 34

Kepuiusan BPD tenlang pengangkalan kepala desa
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 33 diaporkan
kepada bupati selambatambainya 3 {tiga) hari sejak
ditetapkan.

Pasal 35

Bupali menerbitkan kepulusan tentang pengesahan
kepulusan BPD sebagaimana dmaksud dalam Pasal
34 selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari sejak
dterimanya keputusan BPD.

Bagian Kesembilan
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 36

Pelantikan kepala desa dlakukan oleh bupati,
selambal-lambatnya 30 (tiga puluhy hari sejak tanggal
pengesahan keputusan BPD.

Pasal 37

Sebelum  memangku jabatannya kepala desa
mengucapkan sumpahfjanji sebagai berikut : '

“Demi Allah ......
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"Demi Allah {Tuhan), saya bersumpah/besanii bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala
desa dengan sebaik-baknya, seujur-ujumya, dan
seadladinya; bashwa saya akan selalu {aal dalam
mengamalkan dan memperiahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan  demokrasi dan Undang-
undang Dasar 1945 sebagai konslitusi negara serta
segala peraturan per Undang-undangan yang beraku
bagi desa, daerah, dan Negara Kesaluan Republik
Indonesia®.

Bagian Kesepuluh
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 38

(1) Kepala desa dangkat uniuk masa jabatan S (ima)
{ahun terhilung sejak tanggal pelantikan.

{2) Sesearang hanya boeh menduduki jabalan kepala
desa unluk 2 (dua) kaii masa jabatan bak berturut-
turut maupun tidak berfurut-turut.

{8y Pembalasan 2 (dua) kali masa jabatan
sebagaimana dmaksud dalam ayat {2) berlaku pula
bagi seseorang yang lelah menduduki jabatan
kepala desa berdasartkan pemiihan yang
diaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan



(4) Bagi kepala desa yang telah menduduki jabatan
kepala desa berdasarkan pemithan  yang
dlaksanakan sebelum berdakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan
Daerah, tetap melaksanakan tugasnya unluk masa
jebatan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang
bersangkutan diilai baik oleh BPD.

(©) Masa jabalan kepala desa sebagaimana dmaksud
dalam ayal (4) danggap sama dengan 1 {salu) kali
masa jabalan sebagaimana dmaksud dalam ayat
(1).

" Bagian Kesebelas
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 39

(1) Biaya pemilihan kepala desa dsesuaikan dengan
kemampuan keuangan desa sefempat, yang
ddapal dari golong royong berdasarkan hasil
musyawarah dengan BPD yang diuangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Biaya pemilihan kepala desa dpergunakan dengan

prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saal
persiapan sampai pelantikan.

BABIV....
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BAB IV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 40

(1) BPD memberitahukan kepada kepala desa
mengenai akan berakhimya masa jabalan kepala
desa secara ferlulis 6 {enam) bulan sebelum
berakhimya masa jabatan.

@3 (liga) bulan sebelum berakhir masa jabatan,
kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban
akhir masa jabatan kepada BPD.

(@) Selambal-lambalnya 2 (dua) bulan sebelum
berakhimya masa jabatan, BPD segera memproses
pemilihan kepala desa yang baru.

{4) Kepala desa yang perianggungjawaban akhir masa
jabalannya dtdak deh BPD, fidak dapat
dcalonkan kembali menjad kepala desa.

BABV
LARANGAN BAG! KEPALA DESA
Pasal 41

Kepala desa dilarang :
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. membual kepulusan yang eecara khusus
memberkan kewenangan bagi drinya, anggola
keluarganya, kroninya, golongan terdentu, atau
kelompoknya yang secara nyala merugikan
kepentingan umum atau mendskriminaskan warga
negara dan golongan masyarakat lainnya;

. melakukan pekerjaan lain yang memberikan
keunlungan bagi dirinya, bak secara langsung
maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan
desa yang bersangkutan;

. menenima uang, barang, dan atau jasa dari pihak
lain yang patut dapat dduga akan mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan diakukannya;

. menjad advokat atau kuasa hukum dalam suatu
perkara d pengadilan selain mewakill desanya.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 42

{1) Kepala desa dapat dberheniikan sementara dari

jabatannya deh bupali atas usul BPD dalam hal
yang bersangkulan diuduh atau tersangkut dalam
suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses
pengadlan. '



@) Selama kepala desa dberhentikan sementara,

lugas sehari-hari diakukan deh penjabal kepala
desa yang dtelapkan oleh bupali atas usul BPD,

{3 Bupali mencabut kepulusan  pemberhentian
sementara dalam  ha kepala desa yang
bersangkulan fidak djaluhi pidana berdasarkan
kepulusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum letap, atas usul BPD,

{4) Dalam hal pengadian tingkat pertama atay tingkat
bandng  menetapkan kepala desa yang
bersangkutan  djatuhi pidana, sedang yang
bersangkutan melakukan Upaya bandng atau
kasasi, maka selambat-lambalnya 90 (sembiian
puuh) hari sejak pulusan pengadilan dmaksud |
BPD  mengusulkan kepada bupati  uniuk
memberhentikan kepala desa yang bersangkutan,
tanpa menungqu selesainya upaya bandng atau
kasasi lersebul,

©) Kepala desa yang selelah melai proses
pengadian femyala fidak dialuhi  pidana
-berdasarkan keputusan pengadian yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum yang fefap,
drehabilitasi namanya oleh bupati, dan diaklifkan
kembali sebagai kepala desa sampai saal
berakhimya masa jabatan, atas ueul BPD.

Bagian
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BagianKedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 43

Kepala desa berhenti atau dapat dberhentikan
alas usul BPD karena:

a.
b.

C.

meninggal dunia;
mengajukan berhenli atas permintaan sendri;

berakhir masa jabatannya dan telah dianti kepala
desa yang baru;

tidsk lagi memenuhi syaral dan alay melanggar
sumpah/janji;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bedaku dan atau norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat desa;

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas
akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya,
dan kelerangannya alas kasus itu diolak cleh BPD;

dioak pertanggungjawabannya odeh BPD
sebanyak dua kali sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pasal 44 .......



Pasal 44

{1) Pemberhentian kepala desa karena alasan-alasan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 hunuf a, b
dan ¢, dielapkan dengan kepufusan BPD dan
dsahkan oleh bupati;

1) Pemberheniian kepala desa karena alasan-alasan
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 43 huruf d, e,
f dan g, berdasarkan keputusan BPD yang dambil
dalam rapat BPD yang dhadri oleh seluruh
anggota BPD, dan dselujui oleh 2/3 (dua pertiga)
anggola BPD.

Pasal 45

(1) Dalam hal kepala desa fidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai kepala desa karena sakit
sampai 6 (enam) buian berfurul-turut maka
sekrefaris desa atau yang dsebut dengan nama
fain ditunjuk dleh bupati unuk melaksanakan tugas
selaku kepala desa atas usul BPD. ‘

@) Apabila berdasarkan keterangan fim penguiji
kesehalan bahwa kepala desa sebagaimana
dmaksud dalam ayat (1) belum dapat menjalankan
lugasnya maka bupati memberhentkan yang
bersangkulan dari jabatannya dan menetapkan
penjabal kepala desa atas usul BPD.

BABVI .......
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BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 46

(1) Penjabat kepala desa dangkat dengan keputusan
bupali dari perangkat desa, warga desa afau
pejabat {ainnya atas usul BPD.

{2) Penjabat kepala desa dilantik oleh bupati.

) Sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala
desa mengucapkan sumpahfjanj sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 37.

{4 Hak dan kewajiban penjabat kepala desa
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) sama
dengan hak dan kewajban kepala desa
sebagaimana datur berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VIl
PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 47

(1) BPD dapat membatakan hasil pemilhan jika
terdapat :

a. kecurangankecurangan dalam pelzksanaan
pemithan, dan dapat dbuklikan bshwa
seandainya  lidak  fterdapat k
keourangan tersebut, calon terpilih tidak akan
mendapat dukungan suara terbanyak;

b.pemalsuan .......
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b. pemalsuan jjazah dan umur sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e

() Pembatalan sebagaimana dmaksud dalam ayat (1)
dlakukan sebelum pelantikan kepala desa.

(3) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan
fazah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) belum dapal dbukiikan, maka pelantikan
kepala desa felap diaksanakan.

{4) Dalam hal kecurangan-kecurangan, pemalsuan
§azah dan umur, sebagaimana dmaksud dalam
ayat (1) dkelahui atau dapal dbukiikan selelah
pelantikan, maka bupali alas usd BPD
memberhentikan  yang  bersangkutan  serta
mengangkat penjabat kepala desa.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENCALONAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 48

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai
dengan pelantikan kepala desa fidak dapat
diaksanakan tepal wakiu sesuai berakhimya masa
jabatan kepala desa, maka bupati alas usul BPD
memperpanjang masa jabalan kepala desa unfuk
jangka wakiu selama-amanya 1 {satu) tahun.
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BAB X

PEMBINAAN
Pasal 49

(1) Bupali melakukan pembinaan uniuk menjamin
terselenggaranya proses pemiihan kepala desa
berdasarkan peraturan daerah ini.

() Bupali melakukan pembinaan bagi kepala desa
yang baru diantik agar mampu menyelenggarakan
Pemerinlahan Desa dengan baik.

BAB X|
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Jka perhitungan 2/3 (dua pertiga), % {setengah)
dtambah 1 (salu) atau 16 (seperenam) sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 44
menghasikan  angka dbelakang koma, maka
dbulatkan ke atas.



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Bupali dapal mendelegasikan kewenangannya uniuk
melaksanakan sebagaimana dmaksud dalam Pasal
36, Pasal 46 ayat @ dan Pasal 49 kepaca pejabat
tingkat kabupaten atau camat.

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum datur atay belum cukup datur
calam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut
teknis pelaksanaannya datur lebih fanjut oleh bupati.

Pasal 53

Dengan berakunya peraluran daerah ini, maka
Peraluran  Daerah Kabupaten Bogor Nomor
141/Perda/08/DPRD/1983 tenlang Tala . Cara
Pengambian Sumpah/Janj dan Pelantikan Kepala
Desa, dcabut dan dnyatakan tidak beriaku.

Pasal 54

Peraluran daerah ini mulai berdaky pada tanggal
dundangkan. . :



Agar sefiap orang  dapat mengelahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATIBOGOR,
ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd
DUDDY SUJUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 15



Salinan sesuai dengan aslinya
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NIP. 010.081.222.



